BUPATI SOLOK
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR Y7 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAMNAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGST. SERTA TATA

Menimbang

RERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

R E

h,

BUPA'TI SOLOK,

bahwa untule melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan  dan Susunan  Peranglkat Daerah, 1elah
ditetapkan  Peraturan  Bupati Nomer 32 Tahun 2016
tentang  kedudulan, Susunan Organisasi, Tupas dan

Fungsi serta Tata Kerjo Inspelkloral Daerah;

buhwa sckaitan denpan fu ngst Inspektorat Doerah dalam
Peraturan Daerah sebagaimann dimalesiel pada huruf a
dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 20149
tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016, tentung  Perangkat Daerah Inspektorat
Dacrah juga mempunyai peran dalam mencegah lindalk
pidana korupsi dan pengawasan reformas birokrasi dalam
mewujudkan pemerintahan vang hebas korupsi, kolusi dan
nepotisme;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud
dalarm hurmf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
32 Tahun 2016 fentang Bedudukan, Susunan Organisasi,

=

Tugas dan Fungsi seria Tata Kerja Inspektorat Dacrah:



Mengingat

i [

Undang-Undang MNomor 12 Tahun 1956 lenlang
Fembentukan  Daerah Otonom Kabupaten  dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomaor 25);

Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan  Dacrah (Lembaran Nogara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana
telah  dwabah  beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 {fentang Perubaban Kedua
alags Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 entang
Pemerintahon  Dacrah (Lemboran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Megara Republik Indonesia Nomaor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Pemindahan ukotn Kabupaten Solok dari Wilayah Kota
Solok ke Kavu Aro-Bukarami  [Arosuka) i Wilayah
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomoer 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

47

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 lentang

Perangkal Dacrah (Lemboran Negara Republik Indonesia
Tabun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3887),  sebapgaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinlah
MNomor 18 Tahun 2016 lentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomaor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkal Dacrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 69);



Menelapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG  PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI S0OLOK NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

Pasal |
Beberapa kefentuan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 32
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan [Mangsi serta Tata kera Inspektorat Daerah (Benta
Duaerah Kabupalen Solok Tahun 2016 Nomor 32) diubah

sebagal bertkut:

1, Ketentuan ayal (1) Pasal 3 diabah, sehingea berbuny
sebagai berikut:
Hasal 3
(1} Susunan Organisasi Inspektornl terdiri dari:

i, Inspektuar;

b, Sekretarial membawahi 3 (Lign)  sub bBagian terdie
dori:
1, Sulby Baginn Umnum dan Kepepgawaian,
2. Sub Bugian Perencanaan cdan Keuangang dan
3, Bub Bagian Evaluasi dan Pelaporan,

¢, Inspekiar Pembantu [, Urusan  Pemerintahon
Limum dan Aparatur,

d. lnspektur Pembantu I, Urusan Organisasi dan
Kesejahteraan Rakyat;

¢, Inspektur Pembantu 17 Urisan Keuangan dan
Barang Milik Dacrah;

f, Inspekrar Pembantu [V, Urusan Pembangunan dan
Pengadaan Barang dan Jasa;

g. lnspektur Pembantu WV, Urusan  Penanganan
Pengaduan Masyvarakal dan [nvestigasi; dan

h, Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bekretariat sebagaimana  dimaksud pada  avat (1)
dipimpin oleh Sclkretans yang berada di bawah dan

berianggung jawab kepada Inspekiur,

T



(3]

1)

Inspekiur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Inspektur.

Masing-masing Sub Bagian secbagaimana dimaksud
pada ayal (1} dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
beracla di bawah dan bertanggung jawab kepada
Selretaris.

Susunan  Organisasi Inspektorat  scbagaimans

dimaksud pada ayal {1} tercantum dalam Lampiran |

vang merupakan bagian tidak terpisahkan darn

Peraturan Bupati ini,

2. Ketentuan avat (2] Pasal 4 diubah don diantara ayat (2)

dan avat (3) disisipkan 3 {liga) aval, vakni ayat [2.a), ayaf

(2.b], dan ayal (2.¢) sehingga berbunyi sebagm berikal:

(1

Pasal <

Inspektorat mempunyal  tigas  membantu Bupati

dalam membina dan mengowasi pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjodi kewenangan dacrah dan
tupas pembantuan oleh perangkat dacroh;

[nspekioral dalam melaksonakan tugas scbagaimanea

dimoksud pada avat {1) menyelenggarakan fungsi:

(. PECLITILSD ez baijalean teknis bidang
pengawasan don lasililas) pengawasan,

b pelaksanaan pengawasan inlernal lechadap kinerja
dan  keuangan melalui audit, reviu, cvaluas,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,

c. pelaksanaan penpawasan untuk tajuan tertentu
atas penugasan darl Bupati dan/atou Gubernur
sebagai walid Pemerintah Pusat;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan,

e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana
korupst,

[. pengawasan pelaksanaan  program  relormasi
birokrasi

g, pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

h. pelaksanaan [ungsi lain yang diberikan  olch

Bupali terkail dengan tugas dan fungsinya.



(2.a) Dalam  hal terdapat polensi  penyalahgunaan
WEWCTIATE dan /atau kerugian keuangan
negara/ Dacrah,  Inspektorat melaksanakan  Tungs:
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} hurul ¢ lanpa
menunged penugasan dan Bupat dan/atau Gubernur
scebapa wakil Pemerintah Pusat.

(2.1} Dalam hal pelaksanaan [unpgsi sebagaimana dimalksud
pada ayat {2} hurul b dan huruf ¢ terdapat indikasi
penvalahgunoan wewenang  dan/atau kerugian
lkeuangan negara/Dacrab, Inspekiur melalui Bupat
wajib melaporkan kepada Gubernur sebagal wakil
Pemerintah Pusat,

(2.¢) Dalam  pelaksanaan fungsi scebagnimuana  dimaksud
pada ayal (28] Inspektur menyampaikan  laporan
lcepada Bupatl.

(4] Rincion lebih lanjut mengenal  tugos  dan  ungsi
Inspelktoral sebagaimana dimaksud pado ayat (1) dan
aval (2) tercontum dalam Lampiran 11 yvang merupaken

Lapian tidak terpisahkan duri Peraturan Bupati ini,

Diantara BAR V1 dan BABR VII disisipkan 1 (satu) bob,
vakni BAB VIA dan diantara Pasal 7 don Pasal 8
disisipkan 1 (satu) Pasal yukni Pasal TA,  sehinggn

berbunyi sebagai berikudt;

HAaH VI A
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7A
Pacda saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabet
vang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan
tupasnva sampai dengan pelantikan pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Bupal ini,

Mengubah Lampiran I schingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Persturan Bupati ini.



3. Mengubah Lampiran 11 sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dan Peraturan Bupat: i

Pasal TI
Peraturan  Bupali  ini mulai  berlaku  pada  langgal
diundanglkan.
Agar  setinp  orang  mengelahuinya,  memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalum Berita Daerah Kabupaten Solok.

Dilctapkan di Arosuka
pada tanggal 1& ™May 2020

BUPATI SOLOK,
M

" GUSMAL

Hundangkan di Arosuka
Pada tngga) » 0len 2070

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN S0OLOK,

[T~

ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR '?
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LAMPIRAN LI

PERATURAN BEUPATI SOLOK
NOMOR 13 Toh—ar 2220
TANGGAL @ ey acsae

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
INSPEKTORAT DAERAH

I. Sekretariat
A. Schkretariat mempunyai fungsi
1. pelaksanadan  koordinasi  penyusunan  kebijakan, perencanaan,
program, evaluasi dan pelaporan kegiatan,
2, pengoordinasian penyelenggaraan urusan kepegawaian, keuangan,

purencanaan, serta evaluasi dan pelaporan:

Cad

penghimpunan, pengolahan, penilaian, dan penyimpanan laporan
hasil pengawasan (pembinaan, evaluasi, moniloring, reviu, audil
pemantavan,  penilaian,  pendampingan  serta validasi  dan
pemberian rekomendasi);

4, pengendolion Kualitas  Kerja  Aporat  Pengawasan  Internal
Pemerintah (APIP);

penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian dota dalam

n

rangla ]‘H'm||||l1.-'..:|.h||:l.|':| Prosss HEnanganan |1I¢..'111::-21¢.|LIL|1'1'.
6. pengoordinasion  pelaksanaan  tindalk  Janjut hasil pemeriksaann
aparal peopgawasan flungsional;
7. peningkatan kapabilitas APIP,
pengoordinasian, perumusan dan pelaksanann  kapabilitas APIP,
clan
9, pengoordinasian  pelaksanaan  tugas lain yang diberikan oleh
alasan,
B. Sekretariat terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
C. Uraian Tugas
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data
dan informasi, petunjulk teknis yvang berhubungan dengan
ketatausahaan, kepegawalan, wusan amah  tangga  dan

perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;



i,

.merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawalan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;

. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian berdasarkan program kerja dan kegiatan;

. menginventarisasi  permasalahan yang berhubungan dengan

ketatausahaan, rumah tanges, perlengkapan dan kepegawaian

serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;

. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah;

mengelola urusan dan administrasi kepegawaian;

melaksanakan administresi, penpeandaan dan pendistribusian
sural muasuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan
berleas  kerjn, kepepawaian,  data den baban serta

keprolokoleran,

cmenjaga dan memelihara kebersiban, ketertiban, keindahan,

kepyvamanan, kelestarian lingkungan dan keamanon lantor;
menghirmpun laporan masing-masing tim Irban sesuai dengan
penugasan berikul dengan kelengkapan kerja seperti program
lerin, kertas kerja, serta dolkumen pendukung lainnya
mendisiribusikaon  laporan  hasil pengawasan  kepada pihak

Lerpleet;

cmengevaluasi tertib laporan hasil  pengawasan  dan

menyampaikon hasilnye kepada seloretaris; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan eleh alasan langsung

sesual dengan bidang tugasnya,

.Sub Bagian Perencanaan dan keuangan

menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah dala
dan informasi, pelunjuk felnis yang berhubungan dengan
perencanaan dan keuangan sebagai pedoman dan landasan

kkera;

. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Kcuangan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas,

 menyuasun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan berdasarkan program kerja dan

keoiatan;



d.

E.

B

menginvenlarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta menyiapkan

bahan untuk pemecahan masalah;

. menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian

rencana/ program kerja pengawasan dan fasilitasi berdasarkan
prosedur dan peraturan yang berlaku;

menyusun  perencanaan  (program kegiatananggaran)  yang
meliputi Dokumen Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Rencany
Kerja, Rencana Kerja Anggaran, Program Kerja Pengawasan
Taliun Inspektorat berdasarkan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar tugas pengawasan terlaksana dengan baik;
menyiapkan bahan pengoordinasian data, informasi keuangan
serti Laporan Kinerjo Inspektorat Daeral seperli Laporan
Keuangan, Laporan Penyelenggoraan Pemerintah  Daerah
Urusan Inspeklorat, Laporan Kinerja Inspekiorat dan Laporan
Realisasi Wisik dan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan

perundang-undanguan;

Cmendokumentasilean dan omengolah datn pengawasan

berdusurkan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tugas
pengawasan lerlaksana dengan bails;

melaksanakan penatausabaan keuangan dan perbendaharaan
Inspeklorat secarn periodik sesuai dengan kelentuan  yang
herloku  schapai bentuk  pertanggung jawaban  pelaksanaan
APRBID: dan

melaksanalkan tugas lain yang diberikan alasan sesuai dengan

bidang tugasnyi.

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

[

L.

menghimpun peraturan perundang-undangan, moengolah data
dan informasi, petunjuk leknis yang berhubungan dengan
evaluasi dan pelaporan sebagai bahan pedoman dan landasan
kenya;

merencanakan kegialan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan scbagal
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Evaluasi

dan Pelaporan berdasarkan program kerja dan kegiatan;



. menginventarisasi permasalahan vang berhubungan dengan

Sub Bapian Evaluasi dan Pelaporan serta menyiapkan hahan

untuk pemecahan masalah;

melaksanakan pengadministrasian den inventarisasi laporan

hasil pengawasan meliputi:

1. menganalisis laporan hasil pengawasan pihak internal dan
eksternal;

2, menginventarisasi  dan merckapitulasi  laporan  hasil
pengawasan pihak inlernal dan eksternal; dan

3, menyimpan dan mengarsipkan laporan hasil pengawasan
pihak internal dan ekstecnal.

menginventarisasi tndak lanjut hasil pengawasan meliput

1, menyusun  rekapitulasi laporan hasil  pengawasan  dan
pokok-pokok  hasil pengawasan  sesuai rekomendusi dan
tindak lanjul hasil lemuan pengawasan pihak internal dan
elesternal; dan

2, mengalah data tindak lanjut hasil pengawasan pihak inlernal
dan elisternal.

melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan meliputi:

1, menginventarisir  objek pengawnsan vang  belum

menindalklonjuti laporan hasil pengawasan; don

| L

melaporkun  hasil  pemantavan  tindak  lanjur hasil
penpawasan pihak internal dan eksternal kepada atosan,

. memfasilitasi pelaksanasn pengawasan oleh pengawas internal

dan eksternal melipuli:

1. fasilitnst pelaksanaan pengawasan oleh apdaral pengawasan
internal dan eksternal;

2. koordinasi penyelesaian lindak lanjut hasil pengawasan
dengan perangkal dasrah terkait;

3. melaksanakan rapat-rapat  pemutakhiran  tindak lanjut
pengawasan; dan

4. melaksanakan gelar pengawasan,

menvusun  laporan  hasil  pengawsan  Inspelktorat  Dacrah

(bulanan,triwulan, semesteran, dan tahunany);

menginventarisasi permasalahan yang  berhubungan dengan

sub bagian evaluasi dan pelaporan serla menviapkan bahan

untuk pemecahan masalah; dan

.melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh atasan sesuai

dengan idang tugasnya.



II. Inspektur Pembantu I Urusan Pemerintahan Umum dan Aparatur

mempunyai uraian tugas:

L.

o3

menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan

informasi, petunjuk leknis yang berhubungan dengan pengawassan

sehagail pedoman dan landasan kerja;

menpoordinasikan  penyusunan  Rencana  Kerja dan Anpggaran

Kegiatan urusan Pemerintahan Umum dan Aparatur;

mengoordinasikan rencana penugasdn pengawasan;

mengoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
pengawasan urusan Pemeritahan Umum dan Aparatur;
mengoordinasikan kegialan pengawasan dan pengawasan lainnya
mencakup:

1. audit operasional;

2. audit tujuan tertentu alas pelanggaran disiplin aparatur;

3, audit kinerje;

4, penpuatan  akuntabilitas  kinerja  (Revin Laporan  Kinerja
Pemerintah Docrah, Evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan lain-
lain);

5, Laporun Harta Kelkayanan Penyelenggara Neguara (LEHKPN] dan
Laporan Harta Keloayaan Aparatur Sipil Negeara (LI [KASN dan

6, pengawasan lainnya lerkait urusan Pemerintahan Umum dan
Aparalur.

membawahi  dan melaksanakan  pengendalian  terhadap  pejabat

fungsional atas  kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan dan

kegiatan pengawasan lainnya;

mengevaluasi pelaksanaan  kegiatan PENEAWASAT LITLLSAD

Pemerintahan Umum can Aparatur;

membuat  dan  menyampaikan  laporan  berkala  (triwualan)  atas

pelaksanaan kegialan sesuai bidang tugas,

mengoordinasikan penvelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;

menginventarisasi  permasalahan  internal  Inspektorat  maupun

Pemerintah Daerah urnsan Pemerintahan Umum dan Aparatur; dan

menpgoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang lannya yang

diberikan cleh atasan.



III. Inspektur Pembantu II Urusan Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat,

mempunyai uraian tugas:

.

:i_":c

menghimpun peraturan perundang-undangan, mengoplah data dan

informasi, petunjuk leknis yang berhubungan dengan pengawasan

schagal pedoman dan landasan kerja;

mengoordinasikan  penyusunan  Rencana  Kerja dan  Anggaran

Kegiatan Pengawasan urusan organisast dan kescjahteraan rakyat,

mengoordinasikan rencana penugasan pengawasan;

mengoordinasilan konsep kebjakan, pedoman dan petunjuk teknis

pengawasan urusan organisasi dan kesgahleraan ralkyat;

melaksanakan  kepiatan  pengawasan  dan  penpgawasan lomnya

mencalup,;

1. audil operasional;

2, audit tujuan lertentu atas pengaduan nagori;

3. audil kinerja,

4, penguatan alkuntabilites kinerja dan lkeuangan pemaerintab nagarn
(Evaluasi Laporan Keuangan Pemerintab Nogoarn, Monitoring dan

Evaluasi Nagari, Audit Operasional Nagari dan lain-lain);

on

audit Perusahaan Daerah dan Lembaga lainnyw; dan

6. pengawasan lninnya lerkail vrusan organisasi dan kesejahtleraan
rakyat,

membawsahi dan  melaksanakan pengendalian  terhadap  pejabat

fungsional alas  kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan dan

kegiatan pengawasan lannya;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan urasan Organisasi

dan kesejahleraan rakyat;

membuat dan menyampaikan  laporan  berlala  (triwulan) atas

pelaksanaan kegintan sesual bidang tugas,

mengoordinasikan penvelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;

menginventarisast  permasalahan  internal  inspektorat  maupun

pemerintah daerah urusan organisasi dan kesejahteraan rakyal] dan

mengnordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang lainnya yang

diberikan oleb atasan.



IV. Inspektur Pembantu IIl Urusan Keuangan dan Barang Milik Daerah

mempunyai uraian tugas:

b8

il

F.

menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan

informasi, pelunjuk teknis yvang berhubungan dengan pengawaasan

sebagai pedoman dan landasan kerja;

mengoordinasikan  penyusunan  Rencana  Kerja  dan Anggaran

Kegiatan Pengawasan urusan keuangan dan barang milik dacrah;

mengoordinasikan rencana PENUEASHN PENZAWRSAD;

mengoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk Leknis

pengawasan urusan keuangan dan barang milik dacrah;

melaksanakan kegiatun  pengawasan  dan  pengawasan  lainnya

mencakup:

a. audit operasional;

b, audit tujuan lertenta atas kerugian keuangan daerah dan barang
milik daerah;

g, pudil kinerja; dan

d. penguatan akuntabilitas  kevangan dan barang  milik  doerah
{Reviu LKPD, Reviu RPIMD, Revia Renstra, Roviu RKPD, Reviu
RICA, Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Dacrah dan lainnya).

membawahi  dun melaksanokan  pengendulian  terhadap pejabal

fungsional atas  kunlitas pelaksanaan kegiolan pengawason clan

kepiatan pengawasan lainnyea,

mengevaluast pelaksanaan kegiatan pengawasan Urisan keuangan

dan barang milike daerah,

membuat  dan  menyampaikan laporan  berkala (lriwulan) atas

pelaksanaon kegiatan sesual bidang tugas;

mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjul hasil pengawasan,

menginventarisasi  permasalahan  internal  inspektorat  maupun

pemerintah dacrah urasan keusangan dan barang mililc dacrah; dan

menpoordinasikan pelaksanaan agas dan wewenang lainnya yang

diberikan oleh atasan.

V. Inspektur Pembantu IV Urusan Pembangunan dan Pengadaan Barang

dan Jasa, mempunyai uraian tugas:

.

menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan
informasi, petunjuk lcknis yang berhubungan dengan pengawaasan

sebagal pedoman dan landasan kernja;



VI

.

lz.

mengoordinasikan  penvusunan  Rencana  Kerja dan  Anggaran

Kegiatan Pengawasan urusan pembangunan dan pengadaan barang

dan jasa;

menpoordinasikan rencana penugasan pengawasan;

mengoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

pengawasan urisan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;

melaksanakan kegiatan pengawasan  dan  pengawasan  lainnya

mencalkup:

. audit operasional;

2. audit tujuan terteniu atas permasalahan pembangunan  dan
pengadaan  barang dan  jasa  serta  penghilungan Kkerugian

Negara/dacrah,

e

audil kinerja;

revin penverapan anggaran dan realisasi pengadaan barang/jasa;
can

5. rekomendasi penjatuhan sanksi blucklist perusahaan;
membawahi dan melaksanakan  pengendalinon  lerhadap  pejabat
ungsional otos  kualitas pelaksanoaon kegialan pengawasan dan
lkegiatan pengawasan lainnya,

menpevaluas pelanksanoan keplatarn PeREOWASAR LIFLLSELN
p::lntm:‘||.1'|1|‘n.1 1 elan ]'H.'I'I._l.'..:ulil.ml :J.'tr'Fllm,J'jJ.‘lﬂﬂ:

membuat  don menvampaikan  laporan berkela (triwulan)  atas
pelaksanoan kegiatan sesuai bidang tugas;

mengoordinasikan penvelesaion tinduk lanjut hasil pengawasan;
menginventarisnsi  permasalahan  infernal  inspekloral  manpuan
pemerintah doerab urusan urusan pembangunan dan pengadaan
harang/jasa; dan

menpoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang lainnya yang

diberiltan olel alasan,

Inspektur Pembantu V Urusan Penanganan Pengaduan Masyarakat

dan Investigasi, mempunyai uraian tugas:

il.

menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan
informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengawaasan
sebagal pedoman dan landasan kerja;

mengoordinasikan  penvusunan Rencana Kerga dan Anggaran
Kegiatan Pengawasan urusan Penanganan Pengaduan Masyarakar
dan Audit Investigasi;

meneoordinasikan rencang PenUsAsEaIl Pengawasan,



h.

mengoordinasikan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

pongawasan urusan Pehanganan Pengaduan Masyarakat dan Audit

Invesiisasi;

mengcordinasikan kegiatan pengawasan yang mencakup antara lain:

q. penanganan pengaduan masyarakat;

b. audil investigasl;

¢. mengoordinasikan pengaduan masyarakat berdasa rkan perjan)idn
Kerjasama (PKS) anlara Aparal Penegak Hukum (AFH) dengan
AP

d. mengoeerdinasikan Penataan Relormasi dan Birokrasi, PMPREB
Online, Penilaian Zona Integritas, Unit Pengendalian Grafitikasi
dun Satuan Tugas Sapu bersih Pungutan Liar (Satgas Saber
Punezl); dan

e, poneowasan  lainnya  lerkait  dengan urusan Pengaduan
Masvirakat dan Audit Investigasi;

membonwinhi don melaksanakan  pengendalian  terhadap  pojabal

fungsional atas  kualitas pelaksunaan lcegiolun pengawason dan

'|»'.|.?;.:'i:|l:||| FLH R LR hlillll}'ili

mengeviluas] pelaksanon ki:.uinl'nn PUTLEAWARSAT LTSN Penanganan

Penpacunan Masyarakat dan Audit Investignsi,

membiunt  dan menvampaikan  laporan  berkala  (Lriwulan)  alas

peloksunaan kegiatan sesuai bidang tugas;

meneoordinasikan penvelesaian tindalk lanjur hasil pengawasan;

menpginventarisasi  permasalahan  yang terkail  dengan  urasan

Penunginan Pengaduan Masyarakat dan Audit Investigasi, dan

menzpoidinasilkan pulaksanaan tugas dan wewenang lainnya yang

diberikan oleh atasan.

BUPATI SOLOK,

" GUSMAL
s



